PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 40, Wonogiri , Jawa Tengah, Kode Pos 57613
Telepon (0273) 321008, Faksimile (0273) 321042
Laman www.rsud.wonogirikab.go.id, Pos-el rsud.soediran@gmail.com

Wonogiri, 30 Maret 2026

AP

o

2

2
fr

Nomor : T/424/700.1.2/111/2026

Sifat . Terbatas

Lampiran : 1 (satu) bendel

Hal : Penyampaian Laporan Harta

Kekayaan Aparatur Negara
(LHKAN) Periode Tahun 2025

Yth. Bupati Wonogiri
Cq. Inspektur Kabupaten Wonogiri
di
WONOGIRI

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor B/896/700.1/11/2026 tanggal 13
Februari 2026, hal Penyampaian Laporan Harta kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)
Periode Tahun 2025, maka di sampaikan beberapa hal;

1. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: T/1/800/1/2026 tentang
Kewajiban Penyampaian LHKPN Tahun 2025 sebanyak 13 Orang. Exsisting
Aparatur Sipil Negara di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Per 31 Desember
2025 sebanyak 640 orang dengan wajib LHKPN sebanyak 13 orang.

2. Pegawai yang telah melaporkan LHKAN (Non LHKPN) sebanyak 615 berdasarkan
bukti lapor SPT yang dikirimkan ke Sub Bag Kepegawaian.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas kerjasamanya disampaikan terima
kasih.

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

dr. PITUT KRISTIYANTA NUGRAHA, M.M
Pembina Tingkat | (1V/b)
NIP. 197103292001121003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



LAMPIRAN |

SURAT DIREKTUR RSUD dr. SOEDIRAN
MANGUN SUMARSO

NOMOR: T/424/700.1.2/111/2026

TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA
(LHKAN) PERIODE TAHUN 2025

NO KETERANGAN JUMLAH
1. Jumlah seluruh Aparatur Negara (PNS dan PPPK) 640
a. Wajib LHKPN 13
b. Tidak Wajib LHKPN (Wajib LHKAN) 627
o Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan 13
' pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN
3 Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan 0
' pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN
Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah
4. menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT 615
Tahunan
Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum
5. menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT 12
Tahunan
6 Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan 12

kewajiban laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

DRt
__. L -. |_.!-‘ ]

Pembina Tingkat | (1V/b)
NIP. 197103292001121003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




LAMPIRAN II

SURAT DIREKTUR RSUD dr. SOEDIRAN
MANGUN SUMARSO

NOMOR: T/424/700.1.2/111/2026

TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA
(LHKAN) PERIODE TAHUN 2025

DATA PEGAWAI YANG BELUM MENGIRIMKAN BUKTI LAPORAN SPT

TAHUN 2025
STATUS
NAMA KEPEGAWAIAN KET
dr. AMIR PURNAMA SIDI, Sp.OT PNS
dr. ARIEF TRI WIBOWO PNS
dr. CAKRABUMI WISHNUBROTO, Sp.0OG PNS
dr. ROHMAH BUDI PRATIWI PNS oM
cortax
dr. ROMY NOVRIZAL, Sp.KJ., M.Kes PNS
dr. SEPTIANA DEWI ARDIYANA PNS
NINAWAT] PNS Permasalahan akun
cortax
SRI MULYONO PNS Permasalahan akun
cortax
TUKIJAN PNS PENSIUN 1/2/2026
PPPK PENUH
DIKSI NOVRITASARI BUDYASTUTI WAKTU
PPPK PENUH
ERRY ALAMSYAH ASJHURI WIBOWO WAKTU
PPPK PENUH
LILIEK TRIASMORO WAKTU

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

dr. PITUT KRISTIYANTA NUGRAHA, M.M
Pembina Tingkat | (1V/b)
NIP. 197103292001121003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
KPK REPUBLIK INDONESIA
Komisi Pemberantasan Korupsi JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama - PITUT KRISTIYANTA NUGRAHA
NIK : 3313122903710002
Lembaga : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDIRAN
MANGUN SUMARSO

Unit Kerja

Sub Unit Kerja : DIREKSI

Jabatan : WAKIL DIREKTUR PELAYANAN DAN PENUNJANG MEDIK
Jenis Laporan . Periodik - 2024
Tanggal Kirim 13 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban
penyampaian LHKPN.

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2025-01-13 11:00:39



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Km REPUBLIK INDONESIA
Komisi Pemberantasan Korupsi JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama . BAYU WIBOWO

NIK : 3312200105790001

Lembaga . PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
Unit Kerja . DINAS KESEHATAN

Sub UnitKerja : UPTD PUSKESMAS JATIPURNO

Jabatan . KEPALA UNIT

Jenis Laporan : Periodik - 2025

Tanggal Kirim . 24 Januari 2026
Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban
penyampaian LHKPN.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tanggal Verifikasi : 2026-01-24 08:34:46



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
KPK REPUBLIK INDONESIA
Komisi Pemberantasan Korupsi JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama . KARNO
NIK : 3312121904680003
Lembaga . PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDIRAN
MANGUN SUMARSO

Unit Kerja

Sub Unit Kerja : BAGIAN UMUM

Jabatan . KEPALA BAGIAN
Jenis Laporan . Periodik - 2025
Tanggal Kirim . 26 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban
penyampaian LHKPN.

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2026-01-26 13:14:23



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
KPK REPUBLIK INDONESIA
Komisi Pemberantasan Korupsi JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama . EDI SUPRIYANTO

NIK » 3312211212740001

Lembaga : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

Unit Kerja : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Kerja  : BIDANG AKUNTANSI

Jabatan . KEPALA BIDANG
Jenis Laporan  : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 15 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban
penyampaian LHKPN.

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2026-01-15 08:21:07



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
KPK REPUBLIK INDONESIA
Komisi Pemberantasan Korupsi JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama . DWI SURANTO
NIK : 3312211001780001
Lembaga . PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDIRAN
MANGUN SUMARSO

Unit Kerja

Sub Unit Kerja : BAGIAN UMUM

Jabatan . KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
Jenis Laporan . Periodik - 2025
Tanggal Kirim 12 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban
penyampaian LHKPN.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2026-01-12 05:31:08



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
KPK REPUBLIK INDONESIA
Komisi Pemberantasan Korupsi JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama . GATOT TRI WIBOWO
NIK : 3312120412800001
Lembaga : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDIRAN
MANGUN SUMARSO

Unit Kerja

Sub Unit Kerja  : BIDANG PELAYANAN MEDIK

Jabatan . KEPALA BIDANG
Jenis Laporan . Periodik - 2025
Tanggal Kirim ;24 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban
penyampaian LHKPN.

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2026-01-24 05:51:33



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
KPK REPUBLIK INDONESIA
Komisi Pemberantasan Korupsi JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : AGUS SUTARTO
NIK : 3311052705700001
Lembaga . PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDIRAN
MANGUN SUMARSO

Unit Kerja

Sub Unit Kerja : BIDANG PERAWATAN

Jabatan . KEPALA BIDANG
Jenis Laporan . Periodik - 2025
Tanggal Kirim 14 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban
penyampaian LHKPN.

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2026-01-14 13:48:58



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
KPK REPUBLIK INDONESIA
Komisi Pemberantasan Korupsi JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama . SLAMET PUJIANTO

NIK » 3312122107730001

Lembaga : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
Unit Kerja . SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Kerja  : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

ANGGOTA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN

Jabatan

BARANG DAN JASA
Jenis Laporan . Periodik - 2025
Tanggal Kirim 14 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban
penyampaian LHKPN.

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2026-01-14 10:03:46



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
KPK REPUBLIK INDONESIA
Komisi Pemberantasan Korupsi JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama . SIGIT PUDJIHADI
NIK » 3312123112690005
Lembaga : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDIRAN
MANGUN SUMARSO

Unit Kerja

Sub Unit Kerja : BAGIAN UMUM

Jabatan . KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
Jenis Laporan . Periodik - 2025
Tanggal Kirim ;20 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban
penyampaian LHKPN.

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2026-01-20 11:36:03



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
KPK REPUBLIK INDONESIA
Komisi Pemberantasan Korupsi JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama - PITUT KRISTIYANTA NUGRAHA
NIK : 3313122903710002
Lembaga : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDIRAN
MANGUN SUMARSO

Unit Kerja

Sub Unit Kerja : DIREKSI

Jabatan : WAKIL DIREKTUR PELAYANAN DAN PENUNJANG MEDIK
Jenis Laporan . Periodik - 2024
Tanggal Kirim 13 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban
penyampaian LHKPN.

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2025-01-13 11:00:39



Yth. Sdr SUPRAPTIWI INTAN LESTARI
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima
dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama . SUPRAPTIWI INTAN LESTARI
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT - DINAS
Jabatan :
SOSIAL
Bidang . EKSEKUTIF
Lembaga © PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

Tanggal / Tahun Pelaporan : 2025

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN.
Tanda ferima LHKPN akan kami kirimkan sefelah Dokumen Kelengkapan telah kami
terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikiimkan dengan
batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim
kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email
elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas
email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id| elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198



mailto:elhkpn@kpk.go.id
http://www.kpk.go.id/
http://elhkpn.kpk.go.id/

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
KPK REPUBLIK INDONESIA
Komisi Pemberantasan Korupsi JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama . WITRAWAN JATU PAMBUDI
NIK : 3312060301810001
Lembaga : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDIRAN
MANGUN SUMARSO

Unit Kerja

Sub Unit Kerja : BIDANG PENUNJANG MEDIK

Jabatan : KEPALA BIDANG
Jenis Laporan  : Khusus - Akhir Menjabat
Tanggal Kirim 19 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban
penyampaian LHKPN.

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2026-02-06 14:51:30



Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

I. DATA PRIEADI

1. Nama : GATOT TRIWIBOWO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK . T46837

Il. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.180.000.000
1. Tanah Seluas 142 m2 di KAB / KOTA WONOGIR|, HASIL SENDIRI
Rp. 780.000.000
2. Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI
Rp. 400.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 216.000.000
1. MOTOR, HONDA H1BO2N41LO AT Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 16.000.000

2. MOBIL, HONDA FREED GB3 |.5E AT CKD Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOBIL, MERCEDES BENZ C 230 AT Tahun 2007, HASIL SENDIRI

Rp. 100.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 75.300.000
D. SURAT BERHARGA Rp. —_—
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 63.370.904
F. HARTA LAINNYA Rp. e
Sub Total Rp. 1.534.670.904
lll. HUTANG Rp. 1.519.142.746
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I1-11) Rp. 15.528.158
Catatarn:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara ofomatis dari
elhkpn. kpk go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikinmkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, sena tidak dapat dijadikan

Komisi Pemberantasan Korups|

dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : AGUS SUTARTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK . 717075
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.290.000.000

1. Tanah Seluas 1.952 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL
SENDIRI Rp. 300.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 2.282 m2/150 m2 di KAB / KOTA
SUKOHARJO, Rp. 900.000.000

3. Tanah Seluas 102 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI
Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOBIL, TOYOTA F700RE-GMMFJ / RUSH 1.5 S Tahun 2010,
HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

2. MOTOR, HONDA NF125 TR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000

3. MOTOR, PIAGGIO VESPA LX IGET 125 3V IE A/T Tahun 2021,
HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000

4. MOTOR, HONDA HI B02 N42LO A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI

Rp. 9.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp.
F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp.

145.000.000

4.700.000

350.581.522

1.790.281.522



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

1. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.790.281.522
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : EDI SUPRIYANTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK . 746903
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 407.000.000

1. Tanah Seluas 2.700 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL
SENDIRI Rp. 82.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1.440 m2/200 m2 di KAB / KOTA
WONOGIRI, Rp. 325.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 25.000.000
1. MOTOR, HONDA X1B02N04LO A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA H1B02N41LO A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.250.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 353.580.075

F. HARTA LAINNYA Rp. 60.000.000

Sub Total Rp. 853.830.075

lll. HUTANG Rp. o

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 853.830.075
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DWI SURANTO
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 921583
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 160.830.000

1. Tanah Seluas 891 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, Rp. 160.830.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 65.500.000
1. MOBIL, ISUZU MPV Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

2. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

15.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
D. SURAT BERHARGA Rp. )
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.569.200
F. HARTA LAINNYA Rp. ---
Sub Total Rp. 238.899.200
. HUTANG Rp. 148.900.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-111) Rp. 89.999.200
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

.Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA . DINAS SOSIAL
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SUPRAPTIWI INTAN LESTARI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK . 750867
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 515 m2/100 m2 di KAB / KOTA
WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 608 m2/400 m2 di KAB / KOTA
WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
PEKALONGAN , Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOBIL, HONDA CRYV Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

2.  MOBIL, MITSUBISI TRUK Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp.
40.000.000

3. MOBIL, MITSUBISI T120 Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp.
13.000.000

4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.

4.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp.
F. HARTA LAINNYA Rp.
Sub Total Rp.

Ill. HUTANG Rp.

4.350.000.000

97.000.000

113.329.764

4.560.329.764



Komisi Pemberantasan Korupsi

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 4.560.329.764

Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2026/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
I. DATA PRIBADI
1. Nama © WITRAWAN JATU PAMBUDI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 1007530
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/150 m2 di KAB / KOTA
WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 210.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
180.000.000

2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.

30.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 39.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 25.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 624.000.000
. HUTANG Rp. ——-
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 624.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : KARNO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 716965
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 266 m2/200 m2 di KAB / KOTA
WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 850 m2/400 m2 di KAB / KOTA
WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 705.000.000
1. MOBIL, SUZUKI SWIFT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
95.000.000

3. MOBIL, TOYOTA VENTURE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.

490.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 60.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 87.730.254
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 3.752.730.254
. HUTANG Rp. =
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.752.730.254
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : BAMBANG WAHYUDI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK . 853489
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 530.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.000 m2/450 m2 di KAB / KOTA
WONOGIRI, Rp. 530.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 8.500.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

8.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 128.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ---
Sub Total Rp. 542.628.000
. HUTANG Rp. 272.774.606
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 269.853.394
Catatan:

.k

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



